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I. PENDAHULUAN

Beberapa potret penegakan hukum  di
Indonesia menjadikan sebuah peorbincangan
vang tiada habis dan hentinya, Masvarakal
dalam obrolan warung kopi sering berkeluh
kesah bahkan mencibir akan schuah keadilan
vang  terjadl. Masvarakal sekali
herdiskusi  babhkan wvang berujunp  kepada

sering

ketidakpercayaan  pada  pranata  lembaga
hukum itu sendiri,
Upaya  pencgakan  hubum  secam

profesional masih diliputi kendala rapuhnya
sistem yang disebabkan moralitas elitz politik
dan  metodolog
kebijakan politik il

implementasinvg dalam
Akibatnya.

peradilan menjadi  korup, ditambah sikap

proses

masyarakat vang permisif rerhadap pencgakan
hukum yang terjadi. Keadaan ini dilandasi
adanya suatu perubshan-perubahan di dalam
sistem kondisi ckonomi, sistem politik, situasi
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sosio-histork, ntacnidar dan noema-noren
dan serfa hubungan-hubungan kekuasaan dan
hukuen vang sering kali berdampak  ganda
didalam masyarakar. -
Retiha  pada awal relormasi borguhr
dengan diawah turmbangnya Presiden Suharto,
Konstelasi ketatanegaraan Republik Indonesia
mengalani perubahan vang sangal mendasay
seteialy  bergulionya  reformasi politik  pada
tihun 1995 Tumbanenya kekuasasn Sosharto
berkuasa lebih dart 30 tahun™,
menandai dimulainyva babak baru dalam sistem
Republik
Sogharto- telah  ditumbangkan,
reformasi tidak boleh kehilangan Lujuan yang

setelah

Negara Indonesia.

Meskipun

kekussaan

M chuasaan Sochano sehagal Pregiden B herashir pady
tarrggal 21 mei 1908 dimantikan H.L Hahibic yang pad:
akhiman juga harus melstaldkan jabatannya pade
tanggal 19 Olctiober 1994 setelah
pertatizpubigiawabannya ditelak oleh MM,
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sehenarnya’ Reformus harus lerus
difamutkar amtel menzapal schuah tatandn
relidupan Nepara owang  lebih  bark  dari
sercunuive - setidaknve melalil perosseran
sialein pemeriotaban vang  densokratiy,”
Runtahnya  rerim ctoriier Socharto  dan
keineman untuk mowbaasun kombali swato
Ltz masvarahal vame  demokeatts vang
memuneulkan wpaya-upaya peninfauan ulang,
revist dan amandemen terhadap scgals bentok
sistem Jdan peranglal hukum vang ada.

Dendmn pe bithen konstalesi
sueblancgargan di Indonesiy. masvarakal il
menzruh barapan besar bahawva akan forjadi
Poteiralian var spzniikan dasan kebidapen
burbanesa  dan hernevaric foratana  dalam
bt hukom, Hal and disciabkan pady (ra
Presiden Subasto perseadan o bidina hokum
di- cera Presiden  Sosharro  prakis  Gdak
Serfingsi, Khusunya dalam pencgakan hukom
Ciow emforcement}, Namun scjarah mencalal
bahwa proses bhicmey bukum memana ridak
tepws dart seiarah kekaasaan atau polinh
sendirt, Sejeh masa lmpenan Roma sampai
dengan Tlitler, Scjak nasa Sriwijava hingea
Stsilo Bambang Y udoyono.

Pada saal i dapal  kita miengamaty,
mehitat  dan merasakan bahwa  penepakan
hokam berada dalam  posisi vang  tidak

'i:'l-":r!j-.;\'_':".l'eil'l relormas sepertd terumus dilam kamus
wkum Black s Law Dictionary adulsh riformation
ey fenmg over tosheieg alomd o et resad,
it on rectificarion | Heary Compibed! Bfack,
Slock s law IHotiurary, Sivoi Felirfon, 571, Paol, Minn,
sl Publizhing Co,

M renlang veformas oaisk e dan Mingsi - parlemen

_Ingonesia: flal dalam AR Fasss,  Melanjutkan
Reformasi  Membungun  Demokrasi @ Jejuk
Langkah Parlemen Indoneds Pepriode 19902004 |
Rajalirafinde  Persada Jakana, 2004, Ratormasi
adubah schush proses wang tak pernab berhenti watuk
wersju gambaran deal tertenlu jadi istilab o Pavea
Helurmasi © bersifat honteadiks  intenmibuis®,  lihat
dubzm Muladi, Demobrasi, Huk Asasi Manusia dan
Helormasi Hulouoy di lndowesia, The Habibee Canter
lakarta, 2002,
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menspembirakan. Masvarakal mempertanya-
kan Lingrja  apaval penegak hubom dalan
pemberantasan korupss,  murebdknya mafia
peradilan, pelangparan hukwn dalam APBD di
kakmgan birohrasi,  Daflar  kelidakpuasan
masvarakat  dalam  pencgakan hubum
scimdkin bertambab nanjans apabila membuks
hombalt  lembaran - lombaran  lama seperti
kasus APBD Gate 20092004 dan kasus yang
lainnya viang terjadi di Keta Cirebon sendiri.

Perjalanan Reformast di bidang hukum
musth penubt dengan catwtan dan pekergaan
rumah vare nesith harus diselesaikan adalah
refornst bidang hukum khususnvg pencgakan
hukam  masill mempeiiatinkan.  Akihatnva,
weadilan (siice) wana mernpakan rohnea
okum. sampan dengan seal ind masth menjadi
buring  langkah, Dongan kata lam, bolum
I3 E['I}"Dﬂ Tlih ITHeL 5% ra k:] i ]Tﬂdﬂ LITHHETIAV .
Keadilan masih mecupakan milik kalangan
lertentu.  kalangan elit, pengusaha  dan
[EHETARA.

Dengan kala hain, hukwm yang berada
dalam  kuasa nepara menjadi semakin tak
berdava kelika prakiel-prakiek politisast lebih
dominan  kotimbang  praklelk  hukum  yvang
sebenarnya,  Lenv enforcemend menjadi
kehilangan ruang, schingpa Ronald Katz
kemudian  enyebutkan  bahwa apa yang
terjadi di [ndonesia adalah fow withow fawe
ada hukum tapi tdak berguna, Mengapa
demikian? Yang Portama sudah scharusnya
Indonesia sebagai Neesra hukum, sehingga
Negara  Indonesin  dalam  menjalankan
penyelenggaraannya harus berpedoman pada
the rule of law, akan \etapi vang terjadi adalah
scbaliknya vakni the sule by fow. Kedua,
dalam kchidupan berbangsa dan bernegara
bahwa penyelengparaan negara dikendalikan
atau  berpedoman dan  berdasarkan pada
hukum, akan tetapi vang terjadi adalah justru
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hukum  yang  dikendalikan  oleh  saw
heluasaan.

Selain it betapn beratnva tamangan vane
dihadapi oleh aparat penepak hukum dalam
mencpakkan  aturan o hukum sekbma el
sebagaimana yang dinvartakan alch Prof LE
_“;Hht‘,l.‘-l|fl}-"ﬁ vine  mensgaskan  heherapa
{antangan vang dibadapl oleb aparat pesceak
hukum, vaity akior aparat penegak hukum.
koinpleksnva krominalitas, serta  tmggona
untutan masvarakal  akan kesiganan,
kejujuran, dan profesionalisme para pencsak
hukuem,  Habkan poes semakin aehcar  dan
P SOArA-SuAra yang

peecpakan hukum dewasa int sudule saanpin

Hieh i hiRan

pada Lk lerendaly,  Musvarakar  meliha
dengan pesimis sonden poncgakan ke,
schingga  Prof,  Laharuddin Lope  pernab
mengungkapkan “di mamg lag kitg akan
mepcari dan menemukan keadilan™ Hingga
kini masih  banyak suara-suara  pesimistik
fentang chyisnya suatu sistem peradilan pidana
vang terpadu  (fwegrated Crimingl Justice
System) vang merupakan sistem bukum di
negard kita™.

Pepegakan  hukum  yang  mencakup
akiivitas perencanaan, pembentukan, penerap-
an. dan evaluas:, pada hakikatnya merupakaa
ajang interaksi antar pelaku vang masing-
masing memangku kepentingannya. Proll LE.
Sahetapy dalam catatannya pada  newslerer
(April  2010)
menyatakan bzhwa “adil dan ketidakadilan

Komisi *Hukom Nasicnal

dari  hukom, juga kuasa, tetapi juga
ketidakberkuasanys  hukum™, mauuk  pada
pendapat Prof. Algra {1979) vang mengatakan

. recht en omreett van dat recht, atimede

“ikid

“K apolri, REFORMASE DAN OF LIMALISASI
PENEGAKAN HUKUM DI KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESTA Disampaikan Pude: ¥GD
PENEGCAKAN HUKUM DI INDONESLA
TANGGAL 12 OKTORER 2011
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machi, ey pok onmacht ven dat rechy
Berdasarkan  hal  terschut.  Profl Sahberapy
meneingatkan keimhali bahwa keadilan Bk
dapal  bersrtt scbhash ketidakadisban dan
kelemmanan  dalam  pandangan  masyarabyl,
Seplan dengan lal lersebut, realita dalum
pencagkan  hukum o sedinskall  mensabaikan
rase keadlihim wesvarakat mengineat secara
tekstual Csebstarst hukam) lehil mensyarathan
pa aedaimes hepastian hukum™.

Malam  pikiran  para surls,  proses
peradilan  soring hanva  diterpemabdan
schagal sty proses memorkss  dan
mesvicsid th secars penh dengan baroasarkan
mahum  pesitd semata-imatas Pamdingan
iRkt |.i."' ':E:'! :-"'i;"-_.;l‘: i"i [Li L.!L'.Iliild.'i:
pemikiran pang pencgak kum, sehingea apa

wang mengiett bunyt undang-wndang.  Dilsh
vang akan mengdi hukemnya. Kelemahan
wlame  pandanear i adalab enadinea
penegaban hubiom wang Kaku, vdak diskresi
dan cenderune wengabaikan rasa keadilan
masvarakal  kargua  lebih  mensutamakan
kepastian huduom.

Banyak herugian negara yang nyata
tivald ada karona horupsi lelaps oraiy Graun
vang didakwa sebagai koruplor kebanvakan
bebas. Kalavpun ada vang yang dihukum
ponjara tidak proporsional, hanya  dihukurm
penjara karang dart hma tahun bahkah hanya
beberapa bulan saja. Padahal kerongian negara
alubatl tndak pidand Korupsi mencapar ralusan
dan bahkan milvaran rupiah, Ketika kalangan
masyarakat wmenengah ke bawah  mencun
helm, merska dibukum penjara hingea delapan
bulan dan schelum diproses scears hukum
sudah babak belur dihajar massa,

Selatn iu juga lembaga yudikand  yang
menempati posisi seatral dalam penegakan
hukum  mengalami  proses  penurunan
kewibawaan, 1Jalam hal ini dapatlah rerlihat

L2
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iclas dari sebush putusan-pumsan vang  jauh

dary rasa keadilan dan tidak tedepas  dar
Prastex aps vane disebut “mwada poraditan”
Persvalan lain vang dihadapi oleh lembaga
vudikatil adalah adanva tekanan-ickanan dari
kekuatan poleik dan campur tanoan  dari
kehugsaan tembags latren dalam
mempernyaruhl sebush putusan, Uenanyaan-
iy adalall bagaimana kita dapat menspakkan

sehuab  headilan  vang  diharaphaa  oleh
inchsng-Undang, pka kemandiesn dart schual
sebuall alat

lembagy  vikikant  menjadi

behuasaan ool lemhaga tain?,

1. ISU POKOK YANG BERKAITAN
DENGAN PENEGAKAN HIURKLM

Mlouurinnyy kapercayaan terledap apara
penagak Hukum

- lembaga penegak hukom sedsng berogla
untuk menvesuatkan din denean tdola
reformasi:

- lndependensi
Bemtenye  erakhir bagl nencart keadilan

hadan  peradilan  schaga
elum tervwugud

Kewsnangan diskricsoner vanz dimilikiolch
embagas lembaga  hukum tanpa  kontigl,

sehingga sering disalah sunakan;

Mangjemen  penanganan  kusus-kasuos
hukum achun efekil dan clisien serta tidak
transparan dan akuntabel:

- Aparat pencgak hukum kurang professional

ditlam  me-

dan  rendah intceritasnva

nwemban fugas pokok:

11, PEMBAHASAN

hukem tidah dapar menjalankan sebuab funpsi
tan peranannyy di negeri ini . Basaimana

sehuah  negara hukum ahan berjatin
sebagaimana vang diciia-citakan para fownding
fether, kA hanya berharap dan hersandar pada
wekuasan  bagi swpa saja vang  menjadi
pemiupin di neperi ine

Bag pencgale hokum, bortindak benar
bevarti sclihal masalah dac sudot pandang
hukum dan kemdilan. Penepak hukum yang
benar ukan melihat politk sebaeal masalah
hugkum-
Katiky

hukuwim-headilan  dipandang schagal masalah

hukan - melihat

masalall  pohtik,

hukom-keadi bun,
keadilan  sebagai
polink, penemakan hukum wenjadi masalah
selra dan kepentinean: bisa dimal kepada
vty kit bisg disunehkal kepads vane lemah,
brsu dilundy kepada vang bisa tawar-tenawar,
Buahnya adalah kewdakadilan,

Uengan kata o, terdupal disparitas
hukuman yang sangat menyolok. Dengan
demikian
reformasi dalam banyak hal justra mendorong
hukom lebil dekat dan bisa dinikmati oleh
merexa  vang  mempunyal akses  dibidang

peacgakan  hukum  pada  era

ckonomi dan politik. Pendek kata, hanva
mercka wvang Kaya dan/ atau berkuasa saja
vang layak bicara lentany hukun.

Selaim iy juga prakiik maliz peradilan
selama era reformasi tetap tepjadi, Upaya
reformasi hukum khosusnya peradilan vang
telah dilakukan melalui pembentukan Komisi
Yudisial dan miegritas  dan
knalitas hakim helum mampu mengembalikan

peningkatan

kepercayaan masyarakat. Hal inilah yang
menjadi agenda penting di masa yang akan
datang, Reformasi peradilan dan penceakan

Berbagai  rapam ersoaian  diatas :
& £a P hukum  juga  sudah  harus  menyentuh
merupakan bentoh gambaran wmum lentang LG :
: . i i mekanisme  penyelesaian  perkara  dan
scouaht ketoprak vam java i negeri ini
Papatkah rakyat merasakan scbush keadilan
dan kesejahteraan dalam kehidupun berbangsa
dan  bernegaras,  ketika sebuah  pencpakan
s T T L e e P T R e Y Ty T T e
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administras qustisial i d=mbaga petadilan
i P o

vane mencntwkan kinerjun leinbaga peradilan™.
Hukum  tidakiak stecid dan perilaku —
perilabu sosial Dnghungamna, (len karena
kivanya  apabuia

Wy wajar asvarakat

mempunyal  opint  fersendinn setiap  ada
putusan  pongadilan vang
nilai keadilan

hidup dan wmbuh Ji tengah

dipandang
hertentangan dengan nilas
tengakt
masyarahal.  Persoalannye ndak  akan
berhenli  hanya  schatas  munzalnys  opind
publik, melainkan  berdumpal sanpat  loas
vaity  merosolaya eifra lembaga hukuny di
pata masyvarakal. Kepercavaan masyarahat
akan  luster dan mendorong auneitnyva
SAHLAST Anomi.

Minsvarahat kebingingan nilai — ik
mana vang benar dan mam vang salah, Cigere
hiubutean

dosgan masvarakat melalul Kalimat sederhana

mengemukakan amiara  hukim

“ubisocietas, thifes'. Dimana ada masyaraka
disama ada hukem. Hukum dibeatuk oleh
wasyarakat  unmk  omensatyr kehidupan
wercka, Dengan hata lain hukum dibentuk
oleh dan diberlakuban untuk masyaraka) denu
wotortiban,  ketentraman  dan  kesejahteraan
masyarakat, Dalam suaty masvarakat setiap
angoota masyarakat mempunyai kepeatingan
tersendire.

Betapa tanyak demonstrasibentrok, dan
seigketa hukum baik sceara kualitatil maapun
kuantitatif  terus  menngkal.  Mercka
memperjuangkan keadilan substansial, bukan
sekedar keadilan formal, sementara reformas
hukum Indonesia merasa sudah cukup dengan
memproduksi dan menjalankan hukum formal

saja.

* wdoh, Mahlud MD, *Capaian dan Proyebsi Hikam &
Indoresia (I¥, makaluh disampaikan pads searn
semipar “Relleks: Fakulras Hokum Unrversitas Gadiuh
Mada Verhadap Kendisi Hukwm [H Indoncsia®
Yopyakartw 16 Debruari 2009 hlm. o
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Kuadilan  substansias, keadilan sosial
apalagl keadilan reliziushampic tidak pernah
taon dipndikan stanidar peayelesaian senpketa -
senvhety ke Sombesnn siheal cdiiam
dumian - hukum o wang  borbumer CKemdilan
Berdusarkan  Rdubamsn Yahg 4% FEEREE
i secnra siapins sermg diecehkan wenjadi
“fhedilan Berdasatkan Keuangan Yang Maha

T o G

{ieh  karéma i, melibal  proses
pencpakan hukum buban sexedar penerapan
febtan semara, sedanglan heavataan persoalan
bukaom . wang Soear sisysung dian kownkeit
dirasakan vleh s arakat 1alab cara dan hasil
purtlaku peacdah burue pada Ldaran davw
Sefirih  relorHiy

action, Sebasut  igw

nonegak  huokum,  opara hakim mamidika
kowajihan  woral  dup tangmang  jawab

profesional  untas  mengwasal  knowledge,
Sehagal  figur  sunlil  reformasi  puncgak
hukum, para haiin memilikn kewajiban moral
dan  langeusg  jawih  orofesienal  untuk
menguasad snowledge, mendikt s berogpa
legal techmical vapacity dan kapasitas. moral
vang standar,

Tanpa basis moral kuat, penyelenggraan
pegary Jwkum  akan  menyimpan  banysk
kemuaekinan sehuntuan karena konstitusi kita
memberikan kepercavaan besar kepada moral
penvelenggara negard, Pokok pikiraneempat
Pembukaan  LUUD 1945
"Keubhanan yang Maha Fsa menurul dasar
beradzh

mewajibkan pemerintah dan penyclenggara

menyebutkan.

kemanusiaan  yang  adil  dan
negara lainnya untuk wemebihara budi pekerts
kemanusiaan yang lubur dan memegang teguh
cita-cita moral rakyat yang luhur.” Profeser
Soepomo mengatakan, “Sudah temtu orang-
orang menjadi Szratmian, menjadi pogaval
negara vang hegitn tinggi harus mempunya

N Dimba Ly P, Potret Retormasi Hubkiod di
sl e 137

b7
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nerasaan langaung jawab, bukan saja kepada
dirl sendivl skon temapd juee kesada um”
Sehingzzu o dalem praliek penzrapan hukum,
akan  dapar edbhat produk putusan dari
masing-masimg hahon baik kuantitas maupun
kualitasna.

Blengan domibaan,  hakim Mmemesang
poranan vang peative dalam pensgakan bakam
vang adil  Herkzitan denpan o Satjiplo

Ratiardjo  mepvaiakan  babwa peredukan
ks adalale suain proses sorok e ol
hukum - tpengil]

ketnaian KT AT

kenvaluan " Tenty saja kaingioan hakom vang
praling il adsial dercipunya headilan bag
mmasvaraka! ey cinpa diskriminast,  Segara
konsepstonal, socsom Sockan menvaka
bahwa inti din arn pensgakan hukun terletak

pada kemator denyerssikan hubunsin nilai

nikei vang lenabackan & dalam kaldab -
kuidah varg ot dan nengejavwaitaiivan
i sikap tndak sebaga) rangkasin peajabacan
Niat  takap o akhir. unok meaciplban,
memehhara, dan mempertahankan kedamaian
pergaulan  hidup” Tampaknya apa vang

dikatakannya balwa mengindikasihan
keadtlan scbugal hakikat dari hukum. Schub,
ketika  keadaslan 1ty sungguh  —sungeuh
dirgsaian masyarakat, maka  akan tercipta

kedamaian di dalzm kehidupan bernmsyarakat

Kiranya  panlas  langgapan  oiiring
terhadap  lembaga-lembaga  hukum  telah

berada pada tiik nadi, Hampic setiap s
kita dapal menemukan berita, informasi,
ulasan  vang  beorhubungan

dengan lembapa-lembaga hukom kite. Salah

laporan  atau

satu permasalaban dalam penegakan hukom
vang perly mendapat perhatian kita semug

T Satjipte ralardie, 2009 Penzpakan Hukam, St
Tinpauan Sosialosis, Yopyakarto Genta Publishias,
hal, 24,

Mt jone Suckanio, 2008, Faktor — Fahuor g
Muempengarubi Pencgikan Hukume Jakar, P Rajz
Cirafindo Persada, bul 3.

adalah merosotnva rasa hormat masvarakat
terhadip wibaws lombaga hakum yvanp sda.
Hal inl deiscbakan adanva rasa ketidak adilan
vang dirasy masyarakat terhadap sebuab hasil
akhir dari kasus terscbut. Unukap-ungkapan
i merupakan reaksi dari rasa keadilan
masvainkal  viang  wkovak  karens hokerjg
lembaga-lembags  hukum -~ vanp tulak
profesiomal maupun putusan hakindpurusan
pengadilan yang  semata-mata hanva
bertandaskun pada aspek vuridis

Secara lobib ril, Plato. merumuskan
eorinys  entane  hukam,  vaity perrama,
hukuin mwrusakan  tatanan terbaik  untol
pcosnmin | dusia fenomens yare penuh sitaasi
ketidabadian
tarus dibirnus dalam satu kitab. supaes tidak

el dliman — aturan bukem

ansul  sekscasan  hukune Kedom o setiap
undang  widuny harus didahuivl preambule
tentang motif dan wjuan undang - undang
tersebut. Manfzatnva adalah agar rakvar dapat
mengelahin dan memahami kegungan menati
hukum e, dan insaf tidak baik meraat]
hukum hanya karena takul dibukum. Keempar
 tugas hukurm adalah membimbing para warga
(lewat undars - undang) pada suary hidup
yang saleh dan sempurna, Kefima, orang yang
melanggar undang — undang harus dibukom,
tetapi hukuman itu bukan balas dendam™
terigab-tengah
tujuan  untuk

Herlakunyva hukum
masyarakat, mengemban
mewtjudkan keadilan, kepastian  hukum  dan
kemanfaaian dan pemberdayaan sosial bag)
masyarakatnya. Untuk menuju pada cita-cita
pengadilan sebagal pongayoman masyarakat,
maka pengadilan harus senantiasa menge-
depankan 5 twjuan hukum di atas dalam sctiap
putusan yang dibuatnya. Hal ni scjalan
dengan apa vang menjadi dasar berpijaknya

HBermard L Tanya. Youn™. Simanjnirak, Markos Y.
Hape, 2006 [covi Mk, Steateg Teetih Masevia
Lintas Ruang diws Gereraai, Surabaea, OV KITA, hlm,
ah.
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Aukum  varu Thukom o ountuk  kescpabteraun
masvarakag”

Bagaimana jupa masith banvak warga
masyarakat vang tetap menghormali sebuah
pULLLSEn putusan vang telsh dibuat oleh
pengadifan.  Maskipun  demikian satisab
juga kiranya apabils masvarakal mempunya
coilaian  forsendint  terhadap  putusan
tersehul. Adanys penilman dact passyarmkal
il menonjukkan babwa lwkom S
penzadilan  fidak  dapat TERFGRAD i
dari struktur sostal masyarakatn.

Keadian-kejadian vang  sekarung
meatmps lembaga  hukam  hanvadah sa
proses  ontuk meEnuju CECipiayg. wibawa

hikunt,  Dabun rangks soimeken Gendekathan

pili-eilal  vang  terhandune  daiam bk
dengan realitas sebidupan bk, miaka poeri
dilakukan seranakaian  kebijphwn  dalam
stevklur kelembagaan hukum sspemi halhya

dibawali i

- Menjamin badan peradilan bebas dari
pengaruh datt campur fangan badan-
hadan lain teti PG jAmIn

kebebasannya untuk memeriksa dan

memitus  perkara soerts omenala
pembinaan badan peradilan i Lo oh
saty atap

Melakukan pengawasan  pelakyanaan

kewenangan diskresioner Vang
dimiliki  lembaga-lembaga  hukum

serta menetapkan pelaporan berkala
kepada publik teatang pelaksanaan
kewenangan tersebut:

Memperbaiki manajemen penanganan
kasus  hukum . agal  Iranspatan,
akuntabel dalam ranghs melaksanakan
prinsip penanganan kasus vang cepat,
sederhana, akurat dan adil dengan
bisya yang wajar;

Hukum Responsil Volume 06

Merminpkatkan  prolesionatisme  dan
mteuritas . pencgak ko melalys
pondidikan  dan  pelatihan serla

penegakkan disiplin dan kode clik:

Bovlconuan aetisan b, dalam sisten
bk o dndonesia, steiddor adalab institus)
dan  keiombagaan hukwin vaag - terdinn dar
Peenvidik,  taksa  Peouwntt  Ulmam, Hakim,

Lembaga Pemasvarakatan dan Pengscara yany

sufimpr—roriatiln  Udi sk AT

datom  proses  pelakszmaan dun peacgakay
ke Oleh karera ta, strekuar hakom akan
burjatan dan moncana hasil vang oplinal
sansat herpantang pade pclihsananya yail
wptalee ki it 3enda

Sihap wawas dis morupakan langkah
el :a{ll;-ﬁ-.?}-'ﬁgia.":_‘g;.l_ g‘.ji:;li'cn_;;i GALnRn
upava-upiayva vang bl sistemik  dari
fermbaca-letmbaga  hukuw  mular hejaksaan,
kepolisian,  kehakiman,  dan Organisus!
petasehal hukum, Sudah  saatnea lembagas-
lernbaza  pencpak  hukwm mclakukan
pertamz,  evahessi  borkesinambungan - atas
semug progrant  dan schijaksanaan  yaog
sudah dicanangkan, agar dapal mengurang
kendale vanon dibadapl @ hedus. khariftkasi
Kasuschasus besar  vang  chputuskan  oleh
niasvarakat

aengaditan, sehinggs

mensetahul  secara  jelas  pertimbangan
tukum  dan  dasar-dasar  hekoem yang
digunakan, Ketiga, adelal reotientast visi
dan  mist lembaga pencgak  bukum  agar
mersuiamakan  keadifan  substansul Oleh
karena itu peningkatan kealites sumber daya
manusia i bidang hukwm mutlak perlu. Di
dulom  era global sepertt  sckarang ini,
dengan peruhahan  sosial  yang  hegi
cepat, aparat pencgak hukuny harus tanggap
dan melakukan penyesuaian  dirl  dengan

meningkatkan kemampuan, Adanya

6Y
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perbedaan  penafsiran hunyi suatu pasal,

Peipatiaman saiie sama terhidap suat

konsteuksi hukam akan sangat mendukung

keberhusilan prosss penegakan hukum,
koordias) dan penvamsan  perscps  anlar
aparal  penseak hukum (Polsn Jaksa.
Hakin, i PenEacira) harus

dikembangkan  szjak  dind. Pebenaban

pating dini  Jdupal  dioelal dan sistea
rekrutmennya.  Seperti vang  kita o ketah,
relirutingn netulk abatdn-pabatan inte dalan
letkane sepertt hakim, Jaksa, manpun gdvokal
berasad dan popubon sarfaps huakom yang
sangat Boervaras wurunve, Pada sowmnya

il likiinadian wiliv  mereha ving

et R wrreh A ;'.c:::\'n'r‘.,,_ [T RS _ifi!n..-,:-l

bukanlah o perhaik.  Selsksl

VT

plsmar fetuhEe vah

menvanekul tenting

kenwhiran,  poacclaloan,  dan kemampaan

bk Gdaklab kel B negarn magu.

bakim, jaksa. dan

menu.:e:'hﬂliIc-an T ful

JaEaEan

umuk  seleksi
wdvalkat banar=benm

pengetahuan,  kemahiran, dan  kemampuan
hukum. Selekst wnuk memperoich jabatan
[31
harus

setelah

il I sangal  kenat

ad vokat
khusus

Jepang.  halkim.
dan menEkl

pendidikan

Lahsa.
mereka  lulus

dart  fakuitas bubume Semenlara o,
Malayvsig, dan Singapura melakukan seleksi
untuk  jabatan inti denpan cara kerjasama
yang erat antara  pendidikan tinggi hukom
dengan mstrust bolioer Insitust hukuns i
hanya  mag  menenma wusan-lelusan
terbaik saja.

Kiranya kita dapat belajar dari nepara-
megara  telangga vang felah memelopor
peningkatan kualitas sumber daya manusia di
hidang Bukum. Selain melakukan
pemhenahan sumber dava manusta sebaga
bagian dari hrafmeire swstem. penting pula

keanva  untuk membenabi peranghat hukom

(ileh

arens ity dimerlukan perveseran agracioms
karene  itu di pery £ 4

sebagai bugian dart soffwore swsiem

darr ki teknokratis strukiveal

b d ERE]
menujy  hukum humans partisipatoris yvang
dimulai dar proses  hukum  yvang  paking

awal karena erdapar hubungan vang el
antara  perencaraan  bukum,  pombentukan
hiukun. pCneuL i an hukuin dan

pendavagimaaan  hukom,
IV, SIMIrULAN

Haruslall disadari benar bahwa upava
tidaklah
Menlnakatva

menceakhan  Dukum samudah

membalis  tolapak

{{aZan.
kesaduran - holunn anasvarakal tidak seiring
deean  hualias pelovanan dan pencgakan

hukem, tlal  milah yape  melahakan

kehecawann dan mengakibatkan Repereayaan
miasvarakar
ik

ketidahpercavaan:

kgpeda aparat pensgpak hukom
Keokecewaan  dan
kadany

helkorssan

kumpune  surul:

i kala
ditmnpiaskan dan
tindakan  vang

pengadilan {cownlemp of cowrt). Pemingzatan

densan aks
menurtinkan  martabat
budaya kepatuhan terhadap hukum di masa
depan tidak hanya dapat dilakukan dengan
imbauan  dan
didukung dengan pelavanan dan proses hukum

s abisasi, melainkan  juga
vang cepat, sederhana, dan murab. Dan yang
lebih penting lagi adalab harus ada jaminan
bahwa orang yang memaluhi hukum akan
mendapatkan keadilan dan dilindungi hak —
haknya,

Datam kontcks penceakan hukum it
sendiri perlu  dilakukan redefinisi babwa
penegakan tidak  lain  adalah
mewupudkan  isi,  jiwa,  dan scmangal
undang-undang/peraturan ke dalam
kehidupan sehari-hart,. Oleh  karena ity

hukum

siapapun vang felah mewujudkan isi jiwa

dan scmangat tndang-undang calam

Fill
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kehidupan schari-hart, dirinya adalah pencpak - Seenono Soskanto, 2008, Vaktor —
Ikenym, Faltor Yang Menipenoarh
Penegakan Hukum, Jukarta. PT Raa
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B. Makalah
- AM Fateen, Melunjuthen Roforma .
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- Bevnard L. Sunangaalak, Youn L ; DI Pt O
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dan Crensras) | Sureatas OV T4 (L TORER 211
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